BUPATI KARIMUN#

BUPATI KARIMUN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI KARIMUN

NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN TERTIB ADMINISTRASI
PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARIMUN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Tertib Administrasi Pengajuan,
Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan
Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Karimun dan
menyesuaikan kengak ketentuan peraturan perundang-
undangan, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap
Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman
Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten
Karimun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 Tentang
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Tertib
Administrasi  Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik Kabupaten Karimun;



Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902),
yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4237);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5246);



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5316);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembar
Negara Repubilk Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik (Lembar Negara
Repubilk Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan,
Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1777);



10.

11

12.

13.

14.

15.

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 14
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kkepada
Partai Politk (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun
Tahun 2009 Nomor 14) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014
tetang Perubahan atas Peraturan Nomor 14 Tahun
2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik
(Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2014
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Karimun Nomor 1),

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun
2019 Nomor 5);

Peraturan Daearah Kabupaten Karimun Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);

Peraturan Bupati Karimun Nomor 12 Tahun 2012
tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Karimun (Berita Daerah
Kabupaten Karimun Tahun 2012 Nomor 17);

Peraturan Bupati Karimun Nomor 10 Tahun 2015
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, dan TertibA dministrasi Pengajuan,
Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita
Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 11)
Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati
Karimun Nomor 11 Tahun 2017 tentang perubahan
Atas peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2015 tentang
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan
Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten
Karimun Tahun 2017 Nomor 11);

Peraturan Bupati Karimun Nomor 75 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran
2021 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2020
Nomor 76); Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor

ii);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN,
PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH DAN TERTIB ADMINISTRASI
PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN KARIMUN

Pasal |

Beberapa ketantuan dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 10 Tahun
2015 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD,

dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015

Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun
2017 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan
Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Karimun (Berita Daerah
Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 11), diubah sebagai berikut:

1 Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5

(1) Besaran nilai bantuan persuara yang mendapatkan kursi di DPRD
Kabupaten Karimun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
dan Pasal 3 berdasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan
keuangan APBD Kabupaten Karimun Tahun Anggaran sebelumnya
dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD
Kabupaten Karimun bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi
periode sebelumnya.

(2) Penghitungan besaran nilai bantuan persuara sebagaimana
dimaksud ayat (1) sebagai berikut:

a untuk periode Pemilu 2019-2024 bagi partai politik yang
mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Karimun adalah
jumlah bantuan APBD Kabupaten Karimun Tahun Anggaran
2021 dibagi dengan jumlah perolehan suara yang
mendapatkan
kursi di DPRD Kabupaten Karimun periode 2019;

b untuk periode pemilu berikutnya bagi partai politik yang
mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Karimun adalah
jumlah bantuan APBD Kabupaten Karimun tahun anggaran
sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara yang
mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Karimun periode
sebelumnya.



2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6

(1) Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD
Kabupaten Karimun dalam tahun anggaran berkenaan sama
dengan nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten
Karimun sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dikalikan
dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten
Karimun periode berkenaan.

(2) Perhitungan jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagai berikut:

a untuk periode Pemilu 2019-2024 adalah jumlah perolehan
suara hasil Pemilu 2019 dikalikan dengan nilai bantuan
persuara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a;

b untuk periode pemilu berikutnya adalah jumlah perolehan
suara hasil pemilu berkenaan dikalikan dengan nilai bantuan
persuara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b;

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten Karimun mengajukan
surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Bupati
Karimun.

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat @
ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya.

(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta
melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi
berupa:

a surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan
Kepengurusan DPC partai politik tingkat kabupaten atau
sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan
Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya
atau dilegalisir berdasarkan ketentuan Anggaran
Dasar/Anggaran Rumah Tangga masing-masing partai politik;

b fotocopy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;

c surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan Kkursi
dan suara partai politik hasil pemilihan umum  DPRD
Kabupaten yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten;

d nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan
pernyataan pembukaan rekening dari bank yang
bersangkutan;

e rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik
dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah
bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;

f laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan
keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten tahun
anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan; dan



g surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan
bertanggungjawab secara  formil dan materiil dalam
penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan
bersedia  dituntut sesuai  peraturan perundang-undangan
apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang
ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya di
atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.

(4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Karimun dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
PolitikKabupatenKarimun.

4 Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 14

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Karimun atas persetujuan
Bupati Karimun menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum
Partai Politik Tingkat Kabupaten dengan melampirkan Berita Acara hasil
verifikasi kelengkapan administrasi yang dipersiapkan oleh Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun.

5 Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 18A
sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 18A

(1) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18,
dapat berupa sosialisasi dan edukasi kebijakan protokol Kesehatan
penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019.

(2) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam bentuk pertemuan secara daring atau pertemuan
terbatas sesuai dengan protokol Kesehatan pencegahan Corona Virus
Disease 2019.

Selain bentuk kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dapat berupa penyediaan perbekalan atau alat
Kesehatan pencegahan pandemi Corona Virus Disease 2019 kepada
anggota Partai Politik dan masyarakat berupa masker, sabun cuci
tangan, hand sanitizer, tempat cuci tangan, vitamin, pelindung
wajah, sarungtangan, dan/atau penyemprotan disinfektan.

6 Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 27A
sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 27A

Ketentuan mengenai penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
sebagai upaya pencegahan Corona Vims Disease 2019 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18A berlaku sampai berakhimya masa status keadaan darurat
bencana non alam Corona Vims Disease 2019 yang ditetapkan secara resmi oleh

pemerintah pusat.

Pasal Il

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 29 Januari 2021

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun pada
tanggal 29 Januari 2021

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021 NOMOR 12



